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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.14,2014 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 

Pengendalian, pencemaran, air. 

 
 

BUPATI BANTUL 

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR   14   TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang 

dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, 
serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang 

penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia 
dan makhluk hidup lainnya; 
 

b. bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk beserta 

aktivitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin 
meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air, 
sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya 

pengendalian pencemaran air secara bijaksana; 
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c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 
82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air Pemerintah dalam 
melakukan pengelolaan kualitas air dapat menugaskan 
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota yang 

bersangkutan; 
 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4161); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 
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15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk 

Penetapan Kelas Air; 
 

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian 

Pencemaran Air; 
 

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan 
Industri; 

 

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup; 
 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum; 
 

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan 
Peraturan DaerahDi Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

 

21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup; 
 

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup; 

 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bantul Tahun 2010 – 2030  (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C); 
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 
2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 
15); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANTUL 

dan 

BUPATI BANTUL 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN 

PENCEMARAN AIR. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bantul. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD  adalah  
Dinas/Instansi  di Kabupaten Bantul  yang berwenang dalam pembinaan 
usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air. 

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, 

perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha 

lainnya. 
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat 

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta 

menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 
 
 


